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PENGANTAR REDAKSI

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat

pengusaha dan masyarakat pekerja/buruh, kami sajikan INFO HUKUM ini

mengemukakan berbagai pemikiran dan pendapat mengenai ketentuan

hukum yang aktual.

Info Hularm edisi kali ini memuat (empat) tulisan yang berkaitan

dengan masalah Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaga Paksa Badan,

Tinjauan Hak Uji Materiil (Judicial Review) Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agungo dan Analisa Hukum atas Status Badan Hukum

Suatu Korporasi Dalam Perjanjian Outsourcing Dalam Hukum

Ketenagakerjaan.

Semoga tulisan dalam Info Hukum ini dapat menambah wawasan kita

dalam bidang hukum. Kami menghargai kritik dan saran yang bersifat

membangun untuk meningkatkan kualitas dalam penerbitan edisi yang akan

dating.

Selamat membaca.

Tim
Redaksi



TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Oleh: Sanano,.5'H)

N t. PENDAHULUAN

lstilah pencucian uang (money

laundering) telah dikenal seiak tahun

l93O di Amerlka Serlkat. Pada saat itu

tindak pidana lnl dllakukan organlsasi

tindak pidana "mafla" melalui pembelian

perusahaan.perusahaan Pencucian

pakaian (laundry) Yang kemudlan

digunakan oleh organlsasi tersebut

sebagai tempat "pencuclan uang" yang

dihasilkan dari blsnls illegal seperti

periudian, pelacuran, dan perdagangan

minuman keras.

Dalam perkembangan berlkutnYa

pengertian money launderlng dimuat

dalam berbagai llteratur maupun

peraturan yang diberlakukan oleh

beberapa negara dan organisasi

internasional. Salah satu pengertlan yang

menjadi acuan diseluruh dunia adalah

pengertian yang dimuat dalam the

United Nation Conventlon Against lllcit

Trafic in Narcotics, Drugp and

Psycotropic Substances of 1988 yang

kemudian diratiflkasi di Indonesla dengan

Undang-undang No. 7 Tahun 1997.

Secara umum, money laundering

merupaka metode untuk

menyembunyikan, memindahkan, dan

menggunakan hasil dari suatu tindak

pidana, kegiatan organisasi tindak

pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi,

perdagangan narkotika dan kegiaun-

kegiatan lainnya yang merupakan

aktivitas tindak pidana. Melihat pada

deflnisl diatas, maka money laundering

atau pencucian uang pada intinya

melibatkan aset (pendapatan/kekayaan)

yang disamarkan atau disembunyikan

asal-usulnya sehingga dapat digunakan

tanpa terdetelsi bahwa aset tenebut

berasal darl kegiatan yang ilegal. Melalui

money laundering pendapatan atau

kekayaan yang berasal dari kegiatan yang

melawan hukum diubah menjadi aset

keuangan yang seolah-olah berasal dari

sumber yang sah/legal.

Kegiatan pencucian uang melibatkan

aktivitas yang sangat kompfeks. Pada

dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari

tiga langkah yang masing-masing berdiri

sendirl tetapi seringkali dilakukan

bersama-sama yaitu placement, layering

dan integration.

Placement diartikan sebagai upaya

untuk menempatkan dana yang

dihasilkan dari suatu aktivitas keiahatan.



Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik

dari uang tunai baik melalui

penyeludupan uang tunai dari suatu

negara ke negara lain, menggabungkan

antara uang tunai yang berasal dari

keiahatan dengan uang yang diperoleh

dari hasil kegiatan yang sah, ataupun

dengan melakukan penemPatan uang

giral ke dalam slstem perbankan misalnya

deposito bank, cek atau melalui real

estate atau saham-saham atau juga

mengkonverslkan ke dalam mata uang

lainnya atau transfer uang ke dalam

valuta asing.

Laverins dlartlkan sebagai

memisahkan hasll keJahatan dari

sumbernya yaitu aktlvltas keiahatan yang

terkait melalul beberapa tahapan

transaki keuangan. Dalam hal ini

terdapat proses pemlndahan dana dari

beberapa rekening atau lokasi tertentu

sebagai hasil placement ke temPat

lainnya melalui serangkaian transaksi

yang kompleks yang didesain untuk

menyamarkan/mengelabul sumber dana

"haram" tersebut. Layerlng dapat pula

dilakukan melalui pembukaan sebanyak

mungkin rekenlng perusahaan'

perusahaan fiktif dengan memanfaatkan

ketentuan rahasla bank.

Adapun lntesritlon yaitu upaya

untuk menetapkan suatu landasan

sebagai suatu "legitimate explanation"

bagi hasil kejahatan. Disini uang yang

dicuci melalui placement maupun

Iayering dialihkan ke dalam kegiatan-

kegiatan resmi sehingga tampak tidak

berhubungan sama sekali dengan aktivitas

kejahatan sebelumnya yang menjadi

sumber dari uang yang di-laundry. Pada

tahap ini yang telah di-laundry

dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi

dengan bentuk yang sejalan dengan

aturan hukum.

LATAR BELAKANG
DIKELUARKANYA PENCATU RAN
TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG.

Secara umum ada beberapa alasan

mengapa money laundering diperangi

dan dinyatakan sebagai tindak pidana.

Pertama, karena pengaruh money

laundering pada sistem keuangan dan

ekonomi diyakini berdampak negatif bagi

perekonomian dunia, misalnya dampak

negatif terhadap efektivitas penggunaan

sumber daya dan dana. Dengan adanya

money laundering sumber daya dan dana

banyak digunakan untuk kegiatan yang

tidak sah dan dapat merugikan

masyarakat, disamping dana-dana banyak

yang kurang dimanfaatkan secara

optlmal, mlsalnya dengan melakukan

"steril invesment" dalam bentuk properti

atau perhiasan yang mahal. Hal lni

teriadi uang hasil tindak pidana terutama

il.



diinvestasikan pada negara-negara yang

dirasakan aman untuk mencuci uangnya,

walaupun hasilnya lebih rendah. Uang

hasil tindak pldana lnl dapat saia berallh

dari suatu negara yang perekonomiannya

baik ke negara yang perenokomiannya

kurang baik. Karena pengaruh negatifnya

pada pasar finanslal dan dampaknya

dapat mengurangl kepercayaan publik

terhadap slstem keuangan lnternaslonal,

money launderlng dapat mengakibatkan

ketidaktabllan pada perekonomian

internasional dan tlndak pldana yang

terorganisir yang melakukan pencucla

uang dapat juga membuat ketldaktabllan

pada ekonoml nasional, Fluktuasl yang

taiam pada nllal tukar dan suku bunga

mungkin juga merupakan aklbat negatlf

dari pencuclan uang.

Kedua, dengan dltetapkannya

money laundering sebagal tlndak pldana

akan lebih memudahkan bagl aparat

penegak hukum untuk menylu hasil

tindak pidana yang kadang kala sulit

untuk disita, mlsalnya aset yang susah

dilacak atau sudah dlplndah tangankan

kepada pihak ketlga. Dengan demiklan

pemberantasan tlndak pidana sudah

beralih orientasinya dari "menlndak

pelakunya" ke arah menyita "haslltlndak
pidana". Dl banyak negara dengan

menyatakan money laundering sebagai

tindak pidana merupakan dasar bagl

penegak hukum untuk mempidanakan

pihak ketiga yang dianggap menghambat

upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakan money

laundering sebagai tindak pidana dan

denga adanya sistem pelaporan transaksi

dalam jumlah tertentu dan transaksiyang

mencurigakan, maka hal ini lebih

memudahkan bagi para penegakan

hukum untuk menyelidiki kasus pidana

sampal kepada tokoh-tokoh yang

dlbelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit

dilacak dan ditangkap karena pada

umumnya mereka tidak kelihatan pada

pelakanaan suatu tindak pidana, tetapi

banyak menikmati hasil-hasil tindak

pidana tersebut.

Partisipasi Pemerintah Republik

lndonesia dalam upaya pemberantasan

keglatan pencucian uang merupakan

pelakanaan dari amanat PBB dalam the

Convention Against lllicit Traffic in

Narcotics, Drugs and Psychotripic

Substances of 1988 yang kemudian

diratifikasi oleh Pemerinuh Rl melalui

UU No. 7 Tahun 1977. Dengan

penandatangan konvensi tersebut maka

setiap negara penandatanganan

diharuskan untuk menetapkan kegiatan

pencucian uang sebagal suatu tindak

pidana.

Tindak lanjut hal tersebut lndonesia

mengeluarkan Undang-undang Nomor



l5 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang dan telah diubah

dengan Undang'unang Nomor 25

Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor l5 Tahun

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang. Perubahan UU tersebut dilatar

belangkangi bahwa perkembangan dan

kemajuan ilmu Pengetahuan dan

teknologl khususnya dbldang komunikasi

telah menyebabkan terlntegrasinya sistem

keuangan termasuk slstem perbankan

yang menawarkan mekanlsme lalu llntas

dana antar negara yang dapat dllakukan

dalam waktu yang sangat slngkat.

Keaadaan inl dlsamPlng memPunyal

dampak positlf, fuga membawa dampak

negatif bagi kehldupan masyarakat yaitu

dengan semakln menlngkatnya tlndak

pidana yang'bersekala naslonal maupun

internasional, dengan memanfaatkan

sistem keuangan termasuk sistem

perbankan untuk menyembunylkan atau

mengaburkan asal'usul dana hasll tindak

pidana (money launderlng)

Dalam rangka Pencegahan dan

pemberantasan tlndak pldana pencucian

uang, lndonesla telah memlllki Undang'

undang Nomor l5 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencuclan Uang. Namun,

ketentuan dalam Undang'undang

tersebut dirasakan belum memenuhl

standar internasional serta perkembangan

proses peradilan tindak pidana pencucian

uan& sehingga perlu diubah, agar

pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dapat berjalan

lebih efektif.

Perubahan dalam Undang-undang ini

antara lain meliputi :

a. Cakupan pengertian Penyedia lasa

Keuangan diperluas tidak hanya bagi

setiap orang yang menyediakan iasa di

bidang keuangan tetapi iuga meliputi iasa

lalnnya yang terkait dengan keuangan.

Hal ini dimaksudkan untuk

mengantislpasl pelaku tindak pidana

pencucian uang yang memanfaatkan

bentuk penyedla jasa keuangan yang ada

dl masyarakat namun belum diwajibkan

menyampaikan taporan transaksi

keuangan dan sekaligus mengantisipasi

munculnya bentuk Penyedia Jasa

Keuangan baru yang belum diatur dalam

Undang-undang Nomor l5 Tahun

2002,

b. Pengertian Transakl Keuangan

Mencurigakan diperluas dengan

mencantumkan transaksi keuingan yang

dilakukan atau batal dilakukan dengan

menggunakan harta kekayaan yang

diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Pembatasan fumlah hasil tindak pldana

sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima

ratus iuta rupiah) atau lebih, atau nilai

yang setara yang diperoleh dari tindak



e.d.

pidana dihapus, karena tidak sesuai

dengan prinsip Yang berlaku umum

bahwa untuk menentukan sutau

perbuatan dapat dipldana tidak

tergantung pada besar atau kecllnya hasil

tindak pidana Yang dlPeroleh.

Cakupan tindak pldana asal (predicate

crime) diperluas untuk mencegah

berkembangnya tlndak Pldana Yang

menghasilkan Harta Kekayaan dlmana

pelaku tlndak Pldana berupaya

menyembunyikan atau menyemarkan

asal-usul hasll tlndak pldana namun

perbuatan tersebut tldak dlpldana.

Berbagai Peraturan Perundang'

undangan yang terkalt yang mempldana

tiddak pidana asal (predlcate crlme)

antara latn :

- Undang'undang Nomor 5 Tahun

I 997 tentang Pslkotroplka;

- Undang'undang Nomor 22 Tahun

I 997 tentang Narkotika;

- Undang'undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tlndak

Pidana Korupsl sebagalmana telah

diubah dengan Undang'undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang'undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

- Undang-undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Jangka waktu penyampaian laporan

transaksi keuangan mencurigakan

dlpersingkat, yrrB semula l4 (empat

belas) hari kerja meniadi tidak lebih dari

3 (tlga) hari kerja setelah Penyedia Jasa

Keuangan mengetahui adanya unsur

transakl keuangan mencurigakan. Hal ini

dlmakudkan agar harta kekayaan yang

dlduga berasal dari hasil tindak pidana

dan pelaku tindak pidana pencucian uang

dapat segera dilacak.

Penambahan ketentuan baru yang

menjamin kerahasaian penyusunan dan

penyempaian laporan Transaksi

Keuangan Mencurlgakan yang

disampaikan kepada PPATK atau

penyldik (anti-tipping off ). Hal ini

dlmakudkan antara lain untuk

mencegah berpindahnya hisil tindak

pidana dan lolosnya pelaku tindak

pidana pencucian '' uang sehingga

mengurangl efektivltas pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian

uang.

Ketentuan keria sama bantuan timbal

balik di bidang hukum (mutual legal



assistence) dipertegas agar meniadi dasar

bagi penegak hukum lndonesia

menerima dan memberikan bantuan

dalam rangka penegakan hukum pidana

pencucian uang. Dengan adanYa

ketentuan keria sama bantuan timbal

balik merupakan bukti bahwa Pemerintah

lndonesia memberlkan komitmennya

bagl komunltas lnternaslonal untuk

bersama-sama mencegah dan

memberantas tlndak pidana pencuclan

uang. Kerja sama lnternaslonal telah

dilakukan dalam forum yang tidak hanya

bialteral namun reglonal dan multilateral

sebagai strategi untuk memberantas

kekeuatan ekonoml para Pelaku

keiahatan yang tergabung dalam

kejahatan yang terorganlslr,

Namuh demiklan pelaksanaan keria

sama bantuan tlmbal ballk harus tetap

memperhatikan hukum naslonal maslng'

masing negara serta kepentlngan naslonal

dan terutama tidak bertenungan dengan

Undang-undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945.

III. PERUMUSAN TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG.

Tindak pidana Pencuclan uang

mempunyal implikasl yang sangat luas

dan perlu pemahaman adanYa

pembedaan antara keiahatan utama

(predicate crime) dengan money

laundering. Predicate crime adalah

kejahatan yang berkenaan dengan

perilaku yang melanggar hukum itu
sendiri, yang berdasarkan Pasal 2 huruf a

s/d y UU No. 25 Tahun 2003 yaitu

korupsi, penyuapan, penyelundupan

barang, penyelundupan tenaga kerja,

penyeludupan imigran, perbankan, pasar

modal, asuransi, narkotika, psikotropika,

perdagangan manusia, perdagangan

senlata gelap, penculikan, terorisme,

pencurian, penggelapan, penipuan,

pemalsuan uang, perjudian, prostitusi,

dibldang perpajakan, kehutanan,

llngkungan hidup, kelautan. Sedengkan

kejahatan money laundering adalah

keiahatan yang berupa upaya untuk

menyembunyikan asal-usul uang sehingga

dapat dipergunakan sebagai uang yang

dlperoleh secara legal. Perumusan tindak

pldana pencucian uang yang diatur

dalam UU Nomo 25 Tahun 2OO3

adalah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (l) menyatakan bahwa

setiap orang yang dengan sengaja :

a. menempatkan harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana ke

dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik

atas nama sendiri atau nama pihak

lain;



b. mentransfer harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana dari

suatu Penyedia Jasa Keuangan ke

Penyedia Jasa Keuangan Yang lain,

baik atas nama sendiri maupun atas

nama pihak lain;

c. membayarkan atau membelaniakan

harta kekayaan yang dlkeahulnYa

atau patut dlduganya merupakan hasil

tindak pidana, balk perbuatan ltu atas

namanya sendlrl maupun atas nama

pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan

harta kekayaan yang dlkeuhulnYa

atau patut dlduganya merupakan hasll

tindak pidana, balk atas namanya

sendiri meupun atas nama pihak laln;

e. menitipkan harta kekayaan Yang

diketahulnya atau patut dlduganya

merupakan hasil tlndak pldana, balk

atas namanya sendirl maupun atas

nama pihak laln;

f. membawa ke luar negerl harta

kekayaan yang dlketahuinYa atau

patut diduganya meruPakan hasll

tindak pidana; atau

g. menukarkan atau perbuatan lainnya

atas harta kekayaan yang diketahuinya

atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana dengan mata uang atau

surat berharga lainnya dengan makud

menyembunyikan atau menyamarkan

asal-usul harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 3 ayat (2) UU :

Setiap orang yang melakukan

percobaan, pembantuan atau

permufakatan lahat untuk melakukan

tindak pidana pencuclan uang ..... ".

Pasal 6 UU :

"Setiap orang menerima atau

menguasai penempatan, pentransferan,

pembayaran, hibah, sumbangan,

penitlpan dan penukaran harta kekayaan

yang dlketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana ....... ".

Pasal 7 UU :

"Setiap warga negara lndonesla

dan/atau korporasi lndonesia yang

berada diluar wilayah Repbulik

lndonesia yang memberikan bantuan,

kesempatan, sarana atau keterangan

untuk terladlnya tindak pldana pencucian

uang...... ".

Dalam menangani kasus seperti ini

apakah hakim harus terlebih dahulu



membuktikan predicate crimei baru

kemudian memeriksa dan memutus

perkara money laundering. Dalam

kaitannya dengan penielasan Pasal 3 UU

menerangkan apa yang dimaksud dengan

"merupakan hasil tindak pidana", yaitu

sudah terdapat bukti permulaan yang

cukup atas terjadinya tindak pidana.

Sehingga dengan demikian haklm tidak

perlu untuk membuktlkan predicate

crlme terleblh dahulu, yang meniadl

acuan adalah bahwa haklm telah

mendapatkan buktl Permulaan Yang

cukup. Beberapa haklm

mempertanyakan bagalmana krlterla

pemenuhan adanya "buktl Permulaan

yang cukup atas terfadinYa tindak

pidana", karena termlnologl tersebut

hanya dlkenal oleh penyldlk dan bukan

oleh hakirn. Demlklan luga menurut

penielasan Pasal 17 KUHAP

menyebutkan bahwa bukti permulaan

yang cukup berartl buktl permulaan

untuk menduganya adanYa tlndak

pidana". Ada suatu pendapat bahwa

ketentuan ini sebagal terobosan, agar

lebih memudahkan bagl aparat penegak

hukum untuk menyita haslltlndak pidana

yang kadangkala sullt untuk dislta.

Dengan demlklan pemberantasan tlndak

pidana sudah berallh orlentaslnya dari

"menindak pelakunya" ke arah menylta"

hasil tindak pidana".

Undang-undang iuga mengatur

tentang tindak pidana lain yang berkaitan

dengan tindak pidana pencucian uang

yaitu :

a. Penyedia lasa Keuangan yang

dengan sengaja tidak menyampaikan

laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal l3 ayat (l) UU

kepada Pusat Pelaporan dan Analisa

Transfer Keuangan atau PPATK

(Pasal 8).

b. Tidak melaporkan uang tunal rupiah

selumlah Rp.100.000.000,00

(seratus juta rupiah) atau lebih yang

dibawa ke dalam atau ke luar

lndonesia (Pasal 9);

c. Setlap orang termasuk penegak

hukum yang membuka rahasia

tentang identitas pelapor (vide Pasal

39 dan 41, Pasal l0).

SANKSI DAN ASPEK PIDANA

LAINNYA DARI PENCUCIAN UANG

Mengenai pengaturan sanki pidana

ditetapkan adanya pidana minimum yaitu

penlara 5 tahun dan denda Rp.

5.000.000.000,00 (lima mllyar

ruplah) dan adanya pldana maksimum

yaitu peniara l5 tahun dan denda

Rp.15.000.000..000.00 (lima belas

mllyar rupiah). Ada suatu pendapat

tv.



bahwa dengan adanya perumusan sanksi

minimum nampaknya untuk mengurangi

teriadinya disparitas pidana (disparity in

sentenclng) untuk kasus'kasus serupa dan

iuga untuk mencegah Para hakim

menjatuhkan pidana ringan untuk tindak

pidana yang serius sifatnYa.

Dalam Undang.undang inl terdaPat

beberapa pengecuallan asas'asas hukum

pidana, yaltu :

. Menempatkan percobaan,

pembantuan dan permufakatan iahat

untuk melakukan pencucian uang

dalam posisi yang sama dengan tindak

pidana pencuclan uang Yang telah

selesai;

Peradilan dapat berslfat ln absentla;

Kerahasidn mengenal pelapor.

Dalam Undang-undang ini iuga

memasukkan korporasi sebagai subyek

hukum pidana, dengan pengenaan

pidana pokok yang dapat diiatuhkan

adalah pidana denda, dengan ketentuan

maksimum denda ditambah sepeftiga

dan dapat dikenakan pidana tambahan

berupa pencabutan izin usaha dan atau

pembubaran korporasi yang diikuti

dengan likuidasi.

Selaln itu iuga diatur tersendiri

mengenal ketentuan pengenaan sanksi

pldana terhadap tindak pidana lain yang

berkaitan dengan tindak pldana

pencucian uang.

-"----*-000-

Sunamo, SH
Kepala Bagian Bantuan l{ukum
Bto lIukum Depnakettrans

o
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LEMBAGA PAKSA BADAN

Oleh : HidayatiAgam SH MH

HIR mengotur mengenoi Lembogo Pokso

Bodon dolom Posol 209 oyot (1) " jiko

tidok odo otqu tidqk cukup borong

untuk menjolonkon keputuson, moko

otos permintoon pihok yong mcnong

perkoro dengon lisqn qtqu dcngon

surot, ketuo mcmbsrl prnlntoh dcngan

surot kepodo orong yong berkuosq qkqn

menjolonkon surot slto, supoyo orong

berutong itu di sonderokon".

Ayot (2) " Lomonyo orqng yong berutong

boleh disonderokon iolah sesuqi posol di

otos don lomo woktu itu horus disebutkon

dolom surot perintoh itu.

Sehubungor dengon posol diotos

disebufkon dolom posol 195 . ditetopkan

oturon tentong melokssnokon keputuson

Hqkim dengcn jalon mensito don

melelongkan borong-borang kepunyoon

pihok yong dikolohkan, jika tidok mou

memenuhi keputuson Hokim itu. Corq ini

untuk mEloksonokan keputuson Hqkim

dengon yong diotur didqlom HIR iolqh

tindokon pengunduron. Perlu diperhotikon

dolom melaksonqkon penyonderocn

sebogoimono diotur didolam 5.1874 No.

94 seteloh diuboh dengon S.l9l7 No. 497

menurut 1974 No. 94 penyonderoon itu

dopot dilokukon terhodop orong yong

belum berusio 65 tohun kecuoli didolqm

hql-hol yong tersebut didolom posol 1 No.

I s/d No. I,

Tentong penyoncleroqn koreno utong pojok

yong tidok diboyor, lihotloh s. 517 No. 171

Jo 5. 527 M. 392 diuboh dengan s. 193

No,207.

Dolom posol 210 oyot (1) Penyonderoqn itu

diperintohkon untuk enom bulon lomonyo,

jiko orong itu di hukum okcn memboyor

sampoi serotus rupiah :

- untuk setohun lomonyo, jiko orong itu

dihukum okan memboyor lebih dori

serotus sompoi tigo rotus rupioh;

- untuk 2 (duo) tqhun lomonyo, jiko

orong itu di hukum okon memboyor

lebih dqri tigo rotus sompoi limo rotus

rupioh;
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- untuk 3 (tigo) tohun lomonYo, jiko

orong itu di hukum akon memboYor

lebih dori lima otou tigo ruPioh)'

Pasal 211 " onok don susunon terbowoh

sekoli, boleh menyuruh menyonderokon

keluargonyo sedoroh don keluorgonyo

senodo dolam tuntuton horkot.

Pasol2t2 " orong ycng berutong itu tidok

boleh disondero dqlom rumoh Yqng

dipergunokon untuk melakukon ogqmo

selomo odo keboktion, podo tempot kuosq

umum bersidong selomq odo persidangon.

Posol 213 oyot (1) jiko orong Yong

berutong itu,membontsh menjolonkon

penyonderoon, sebob diPondongnYo

perbuoton ifu tidok syoh don keputuson

dengon segetd bontqhon itu, moko

horusloh io memqsukkon surqt kepcdo

ketuo pengodilon negeri Yong

memerintahkonnyo penyonderoon itu otqu

jiko orong itu lebih sukq, dimono ia

menghodop pegowoi negeri itu. Mokq

didalom keduo hol itu ketuo itu otqu

memutuskon dengon segero tentong

bontohon itu, moko horuslqh io

penyonderoon itu otou jiko orong itu lebih

suko, dibowo io menghodop pegowot negeri

secoro potut orong itu ketuo itu okon

memutuskon dohulu qtou sementero

menunggu kejeloson Pengodilon Negeri.

Ayot yong keempot, keenom don ketujuh

posol 218 hol itu. Mohkomoh Agung dolom

tohun t964 teloh mengotur lembogo

Gijzeling dengon 5E Nomor 2 Tohun don

Nomor 4 Tohun t975. Gijzeling yong

diqtur dqlom posol 209 sompoi dengon

pasol ??4 Reglemen Indonesio yong di

perbohorui (HIR) serto Posal 249 sompoi

dengon 258 Reglemen Hukum Acoro untuk

dqerqh Luar Jqwo, don Modurq yong

sudoh tidok sesuoi logi dengon keodqon

dqn kebutuhon Hukum dolom rongko

penegokon Hukum don Keodilon serto

pembongunon ekonomi bongso fndonesio.

Gijzeling dengon koto, Sondero otou

penyonderoon, sebogoimano terdopot

dolqm 5E Mohkomoh Agung No. 2 Tohun

1964 tonggal ?2 Jonuori 1?64 don 5E

Mohkqmqh Agung \o. 4 tohun 1975

tonggol 1 Desember X975. Dori istihh

tersebut mencokup pengertion terhodap

ditutup yqng mompu tetopi mou memenuhi

kewojibon dolom memboyar, guno

mengontisiposi podo debitur yong sengojo

tidok mou menyelesaikon tonggung
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jawobnyo sehingga pengertion Giizeling

diubah menjodi "fmprisonment for Civil

Debts" yaitu pokso bodon yong berloku

secoro universol.

Pembuqton dibitur, Pemegang otou

penjomin hutong yang tidok memenuhi

kewojibonnyo untuk memboyor kemboli

hutong-hutqngnyo, padohol io mompu

untuk melunoskcnnyo meruPokon

pelonggoran Hok Azqsi Monusiq ysng

nilainyo lebih besor dori podo pelonggoron

Hok Azosi atos peloksonosn pakso bqdqn

terhodop yong bersongkuton.

Pengertion Pokso Bodon Peroturon

Mohkomoh Agung odoloh upoyq Pokso

tidok longsung dengon memosukkon

seseorong debitur yong beritikod tidqk

bqik kedqlom Rumoh Tqhonon Negoro yong

ditetopkon oleh Pengodilon, untuk

memokso yong bersongkutan memenuhi

kewajibonnyo; don debitur yong beritikod

tidok bqik odqloh debitur Penqnggung

otou penjomin hutong yong mompu tetopi

tidak mou memenuhi kewojibcnnyo untuk

memboyar hutong-hutongnyo.

Dolom Peroturon Mohkomqh Agung ini

yong dimoksud dengon :

Pakso Badon odoloh upoyo poksa tidok

longsung dengon memosukkon seseorong

debitur yong beritikod tidok boik kedolom

Rumoh Tqhonon Negoro ycng ditetopkon

oleh Pengodilan, untuk memokso yong

bersongkuton memenuhi kewojibonnyo.

Debitur yong beritikod tidok boik odoloh

debitur penonggung don penjomin hutong

piutong mqmpu tetopi tidok mou

memenuhi kewojibannya untuk memboyor

hutong-hutqngnyq.

Pelqksonoon Poksq Bodon tidok dopot

dikenqkon terhodop debitur yong

beritikod tidok boik yong teloh berusio 75

ychun don dopot pulo dikenokcn terhodop

ohli woris yong teloh menerimo worison

dqri debitur yqng beritikod tidok boik,

don terhodap debitur yong beritikod

tidqk boik yong mempunyoi utong sekurng-

kurongnyo 1.000.000.000 (sotu milyor

rupioh). Pokso Bodan di tetopkon untuk 6

(enom) bulonlomonyo dqn dopot

diperponjong setiop 6 (enom) bulan

dengon keseluruhon seloma 3 (tigo) tahun.

6. Putuson tento4g Pqkso Bodon

ditetopkon bersoho-somo dengon

putuson pihck perkoro, terhodop

debitur yong beritikod tidok boik yong

mempunyoi hutong kepodo negoro otou

yong dijomin oleh negoro tersebut

diloksonokon diotos secoro meroto,
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* 7.

peloksonoon putuson yong menyongkut

Pokso Bodon dilokukon dengon

Penetopon pengodilon negeri.

Kewojibon debitur yong didosorkon

otos pengokuon hutong sebogoimono

diotur dolom posol ??4 HIR/RBG

Poksa Bodqn dqn diloksonokon

berdqsorkon Penetopon Ketuq

Pengodilon Negeri,

Peloksonoon Pqkso BqdEn dilqkuksn

oleh Ponitio juru sito qtos perintoh

ketuo pengodilon negeri bilqmonq

perlu dengon bontuon olot negoro.

Bioyo selgmo debitur yong beritikd

boik menjodi Bodon Pokso, dibuborkqn

kepodo penahon Pokso Bodan selomo

menjoloni Poksq Bodqn debitur yong

beritikod tidok bqik dopot

memperboiki kehiduponnyc otos bioyo

sendiri.

10. Surot grose dori podo okte hipotik

don surot utong yong diberbuqt

dihodopon notaris di fndonesio don

yong kepolonyo memokoi perkatoon "

otos nomo Sri bogindo Rojo"

berkekuaton samo dengon putuson

hokim. Jiko surot yong demikion itu

tidok ditepoti dengon jolon domqi,

moko perihol menjolonkonnyo

dilokukon dengan perintoh don

pimpinon ketuo pengodilan Negeri,

yong dolom pegongonnyo orong yong

berutong itu diom otou tinggol otou

memilih kedudukor, jiko secoro yong

dinyotokon podo posol-posol diotcs

yoitu secoro yong dinyotokon podo

posol-posol diqtos ini dolom bogion ini,

qkan tetopi dengan penyondercon,

bohwa Pqkso Bodon itu honyo boleh

dilakukon jiko hol melqkukon putuson

Hokim itu horus dijolonkon somo sekoli

qtou sebogionnyo di luqr doerqh

hukum pengodilon negeri yong

ketuonyo melokukon putuson Hokim

itu horus dijolonkon sqmo sekoli otou

sebcaionnyo diluor doeroh hukum

pengodilon negeri, yong ketuonyo

menjodi melqkukon itu mako

diturutkon peroturon podo posol 195

oyot keduo don yong berikutnyo.

Hldayatl ABam, SH, MH,
Perancang Madya Peraturan Perundang
undangan
Blro Hukum Depnakertrans.

8.

9.

.
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TINJAUAN HUKUM HAK UJI MATERIIT
(JUDICIAI REVTEW)

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN

MAHI$MAH AGUNG

Oleh: Reni Mursidayanti, SH

PENDAHUTUAN

Gerakan reformasl yang teriadi dl

negara kita telah menlmbulkan perubahan

yang mendasar dalam selarah ketatanegaraan

lndonesia. Dalam bldang hukum; telah terladl

perubahan yang sangat segnlflkan yaltu

perubahan (amandemen) UUD l9'15.

Perubahan (amandemen) UUD 19,*5 tidak

hanya berslfat mengubah beberapa sirbsunsi

tetapi telah . mengubah esensl darl UUD

1945 yang asli.

Disamping itu UUD 1945 fuga telah

menciptakan lembaga negara baru antara laln

: Mahkamah Konstitusl (MK), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), l(omlsl Yudlclal

(KY), dan Komisl Pemllihan Umum (KPU).

Serta mendudukan secara tegas dalam Bab

tersendiri 2 (dua) lembaga negara yaltu :

Badan Pemerilsa Keuangan (BPK) dan Bank

Sentral.

Disamping itu UUD 1945 iuga

menglrapuskan lembaga tlnggl negara yaitu

Dervan Pertimbangan Agung (DPA).

Selain mengatur tentang keberadaan

lembaga-lembaga baru seperti tersebut di

atas, UUD 1945 iuga telah mengubah

struktur dan status lembaga negara lama

menfadl berilwa baru, antara lain Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Walaupun

namanya sama, Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) berdasarkan UUD 1945
(sebelum amandemen) merupakan tembaga

tertlnggl negara yang merupakan penjelmaan

seluruh rakyat lndonesla dan pemegang

kedaulatan rakyat sepenuhnya, sekarang

hanya merupakan suatu "forum" yang

mempunyal tugas dan fungsi sebagaimana

diatur dalam Pasal 3 UUD 1945.

TINTAUAN HUKUM HAK Ull
MATERilT (JUDIC|AL ,R.EV|EW)

MAHKAMAH KONSTTTUST (MK) DAN

MAHKAMAH AGUNG (MA)

A. MAH KAMAH KONSTTTUST (MK)

Hak Uil Materiil (ludicial revtew)

merupakan kewenangan yang diberikan ke

badan peradilan untuk menguji apakah suatu

t5
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peraturan tidak bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi (higher law)'

Kewenangan ini diberikan agar peraturan

yang dibuat oleh lembaga legislatif atau

eksekutif sesuai dengan peraturan yang lebih

tinggi.

Salah satu substansl baru darl UUD

1945 yaitu dlakulnya keberadaan Llahkamah

Konstltusl sebagal salah satu pelaksana

kekuasaan kehaklman sebagalmana dlatur

dalam Pasal 24 UUD l9'+5.

( I ) Kekuasaan Kehaklman merupakan

kekuasaan Yang merdeka untuk

menyelenggarakan Peradilan guna

menegakkan hukum dan keadllan.

(2) Kekuasaan Kehaklman dllakukan' oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradltan ,yang berada dl bawahnya

dalam lingkungan Peradllan umum,

lingkungan peradllan agama, llngkungan

peradilan mlliter, llngkungan tata usaha

negara, dan oleh sebuah -Mahkamah

Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungslnya

berkaitan dengan kekuasaan kehaklman

diatur dalam Undang'undang.

Mahkamah Konstltusl menurut Pasal

24 C ayat (l) UUD 1945 memPunyal

kewenangan mengadill pada tlngke! pe.rtama

dan terakhir vane putusunv3 bsrslfel "f!,nAl

untuk :

l. Menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-undang Dasar Negara

Republik lndonesia.

3. Memutus pembubaran parui politik.

4. Memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum.

Sedangkan menurut Pasal 24 C ayat

(2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi waiib

memberlkan putusan atas pendapat Dewan

Perwakllan Rakyat mengenai dugaan

pelanggaran oleh Preslden dan/atau Wakil

Preslden menurut Undang-Undang Dasar.

Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakll Presiden menurut Undang-Undang

Dasar, menurut Pasal l0 ayat (2), Undang'

undang Nomor 24 Tahun 2OO3, yaitu

berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsl, penyuapan, tlndak pidana berat

lalnnya, atau perbuatan terceta, dan/atau

tidak lagl memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden sebagaimana

dimaksud dalam Undang'Undang Dasar

Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang'undang Nomor

2,1 Tahun 2005 Pasal 50, bahwa undang'

undang yang dapat dlmohonkan untuk diuii

adalah qndanc.undang vane diundanekan

seteleh perur,bahan Undang'Undane Dasar

Nesara Republik lndonesla Tahun 1945.
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Sedangkan Pasal 51 ayat (l) telah

mengatur siapa yang mempunyai kewenangan

(legal standing) di depan Mahkamah

Konstitusi. Pasal 51 ayat (l) berbunyi:

( I ) Pemohon adalah pihak yang menganggap

hak dan/atau kewenangan

konstltuslonalnya dlruglkan oleh

berlakunya undang.undang, yaltu :

a. perorangan warga negara lndonesla;

b. kesatuan masyarakat hukum adat

sepanlang maslh hldup dan sesual

dengan perkembangan masyarakat

dan prlnsip Negara kesatuan

Republlk lndonesla yang dlatur

dalam undang-undangi

c. badan hukum publlk atau prlvaq

atau

d. lembaga negara.

Pemohon waiib menguralkan dengan felas

dalam permohonannya tentang hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya yaltu :

a. oembentukan undang'undang tldak

memenuhi ketentuan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republlk

lndonesia Tahun 1945i dan/atau

b. materi muatan dalam ayat, Pasal,

dan/atau baglan undang'undang

dianggap bertentanean dengan Undang'

Undang Dasar Negara Republlk

lndonesia Tahun 1945.

Dalam jangka waktu paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi,

Mahkamah Konstitusi :

a. menyampaikan permohonan tersebut

kepada Dewan Pennrakilan Rakyat (DPR)

dan Presiden.

b. memberitahukan kepada Mahkamah

Agung (MA) adanya permohonan

penguf ian undang-undang.

Penguilan peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang

sedang dilakukan Mahkamah Agung waiib

dlhen$ken aoabila undane-undane vane

nenladl dasar peneujian peraturan tersebut

sed.ang dalam oroses oeneuiian Mahkamah

Konstitusl sampai ada putusan Mahkamah

Kgnstltusi.

Sedangkan putusan Mahkamah

Konstltusl dapat berupa :

l. putusan tidak dapat diterima;

2, putusan dlkabulkan; dan

3. putusan ditolak.

Hal inl terllhat dalam Pasal 56 Undang-

undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

(l ) Dalam hal Mahkamah Konstitusi

berpendapat bahwa pemohon dan/atau

permohonannya tldak memenuhi qyarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

dan Pasal 51, amar putusan menyatakan

permohonan tidak dapat diterima.
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(2) Dalam hal Mahkamah Konstistusi

berpendapat bahwa Permohonan

beralasan, amar putusan menyatakan

pgrmohonan dikabulkan.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Mahkamah Konstitusi menyatakan

dengan tegas materl m.uatan ayat, pasal,

dan/atau baglan darl undang'undang

yang berte.nFngan dengan Undang'

Undang Dasar Negara RePublik

lndonesia Tahun 19'15.

(4) Dalam hal Bemb-entglmn Jndang'undang

dimaksud tidek .memenuhi ketentuan

pembentukan 
-undang'Undane

berdasarkan Undang'Undang Dasar

Negara Republik lndonesla Tahun 1945,

amar putusan menyatakan n9r{nohonan

dikabulkan.

(5) Dalam hal undang'undang dlmaksud

tidak bertenunean denean Undanc'

Undans Dasar Nesara Rqpublik

lndonesia Tahun 1945, baik mengenal

pembentukan mauPun meterinYa

sebagian atau keseluruhan, amar putusan

menyatakan permghonan dltolak.

Dalam hal putusan Mahkamah

Konstltusi yang amar putusannya menyatakan

bahwa materl muatan ayat, pasal, dan/auu

bagian undang-undang bertentangAn dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945, materi muatan ayat,

pasal, dan/atau bagian undang-undang

tersebut tidak memounvai kekuatan hukum

mensikat.

Dalam hal putusan Mahkamah

Konstitusi yang amar putusannya menyatakan

bahwa pembentukan undane-undans

dimaksud tidak memenuhi ketentuan

pembentukan undang-undang berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesla Tahun 1945, undang-undang

tenebut ttdak mempunvai kekuatan hukum

menglkat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang

mengabulkan permohonan :

l. walib dimuat dalam Berita Neeara dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja selak putusan

dlbacakan.

2. disampaikan kepada DP& Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan

Mahkamah Agung.

Undang-undang yang diuii oleh

Mahkamah Konstitusl tetap berlaku. sebelum

ada putusan vang menyatakan bahwa undanE

undanc tersebut beftentansan denean

Undang-Undans Dasar Negara Reoublik

lndonesla Tahun 1945 serta terhadap materl

muatan ayat, pasal dan/atau baglan dalam

undang-undang yang telah diuii, tidak dapat

dimohonkan penzuiian kembali.
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Perkembangan terakhir, saat ini sudah

terdapat l4 (empatbelas) undang-undang

yang sudah diaiukan ke Mahkamah Konstitusi

untuk dimintakan Hak Uii Materill (judicial

review) antara lain Undang'undang Nomor

l3 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan.

B. MAHKAMAH AGUNG (MA)

Sesual Pasal 24 ayat (2) Undang-undang

Dasar 1945, "kekuasaan kehaklman

dilakukan oleh sebuah Mahkanalr Agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan Peradllan umum,

tingkungan peradllan agama, llngkungan

peradilan militer, lingkungan peradllan tata

usaha negara, dan sebuah t'lahkamah

Konstitusi".

Mahkamah'Agung sesual Pasal 244 ayat

( I ) mempunyai wewenang mengadlli pada

tingkat kasasi, menguii peraturan perundang'

undangan di bawah undang'undang terhadap

undang-undang dan mempunyal wewenang

lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan yang

berlaku di lndonesia, Mahkamah Agung

merupakan lembaga kehakiman yang memillki

fungsi peradilan, pengawasan, mengatur dan

menguii peraturan perundang'undangan.

Adapun pengaturan tentang fungsi tersebut

diatur secara tegas dalam Undang'undang

Nomor l4 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung.

Mengenai hak menguji yang dimiliki oleh

Mahkamah Agung adalah hak dan wewenang

untuk menguji secara materiil keabsahan

perundang-undangan dalam perkara yang

diaiukan kepadanya. Hak Uii Materiil4urlisla!

Review merupakan bentuk pelaksanaan

kekuasaan kehakiman dalam rangka

melakukan cheks and balances.

Selama ini wewenang Mahkamah

Agung untuk melakukan Hak Uii Materiil

(ludl-claj ReyieD diatur dalam :

l. Pasal I I ayat (4) TAP MPR No.

lll/MPR/l978 tentang Kedudukan dan

Hubungan Tata Keria Lembaga Tertinggl

Negara dengan/atau Antara Lembaga-

lembaga Tinggl Negara.

"Mahkamah Azuns mempunyai

wewenanc menzuii secara materiil hanya

terhgdap peraturan perundane-undanean

dl bawah Undang-undane".

' 2. Pasal 26 Undang-undang Nomor 14

Tahun l97O tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

( I ) Mahkamah Agung berwenang untuk

menyatakan tidak sah semua

peraturan perundang-undangan dari

tinekat vane lebih rendah dari

Undane-undans atas alasan

bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih

tinggi.

I
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3.

(2) Putusan tentang pernyataan tidak

sahnya Peraturan Perundang-

undangan tersebut daPat diambil

berhubung dengan Pemerikaan

dalam tingkat kasasi. Pencabutan

peraturan perundang-undanqan yane

dinyatakan tidak sah tersebut,

dilakukan segera oleh instansi yane

befsangkutan.

Pasal 3l Undang'undang Nbmor l4

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

( I ) Mahkamah Agung mempunyai

wewenang mengufl secara materiil

hanva terh4dap Petaturan

perundang'u.ndangan dl. bawah

undans'undans,

(2) Mahkamah Agung berhak untuk

menyatakan tldak sAh semua

oeraturan perundang'undangan dali

tinekat yane lebih rendah daripada

undane'undallc atas elasan

bertentanqan densan Peraturan

pelundans'undanean . yane.. lebih

tinsgi.

(3) Putusan tentang pernyauan tidak

sahnya pera$ran Perundang'

undangan tersebut daPat dlambll

berhubungan dengan Pemeriksaan

dalam tingkat kasasi. Pencabutan

peraturan perundans-undansan vans

dinyatakan tidak sah tersebut,

dilakukan seeera oleh instansi yane

bersanskutan.

Dari ketiga pengaturan tersebut

diatas, berarti bahwa walaupun

peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang oleh

Mahkamah Agung dinyaukan tidak

sah karena bertentangan dengan

perundang-undangan yang lebih

tinggi, namun Mahkamah Aguns

danat lanssuns

membatalkan/me"review" nya

karena pencabutan pertauran itu

harus dilakukan ol-eh instansi vane

bersanskutan. Jadi menurut

Undang-undang Nomor l4 Tahun
.l985, 

Mahkamah Agung hanya

mempunyai "Quasi Judicial Review"

(Hak Uii Materiil Terbatas).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor I Tahun 1999 tentang Hak Uii

Materiil .

Mengenai masalah tentang mengapa

prosedur Hak Uii Materiil (HUM)

tersebut dicantumkan dalam produk

hukum yang berqpa PERMA, adalah

dldasarkan pada pertimbangan bahwa

ketentuan Undang-undang yang

memberikan kewenangan Hak Uil

Materiil (HUM) tersebut hanya singkat

saia tanpa mengatur tentang tata cara

4.
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atau prosedur pelaksanaan Hak Uii

Materiil.

Beberapa hal yang diatur dalam PERMA

Nomor I Tahun 1999 antara liin :

l. Upaya hukum untuk Hak Uii

Materiil (HUM) dapat melalul

pengaiuan gugatan ataupun melalui

permohonan langsung ke Mahkamah

Agung sehlngga tldak melalul

proses perkara Kasasl.

2. Ketentuan tentang aklbat hulrum

apabila lnsunsl atau peiabat yang

berwenang ternyata tldak mau

. melaksanakan, sebagaimana

dicantumkan dalam Pasal l2
PERMA Nomor I Tahun lggg

sebagai berlkut :

. "dalam, 90 (sembllan puluh)harl

setelah putusan Mahkamah Agung

tenebut dlklrlm kepada tergugat

ternyata .ter8ugat tidak

melalaanakan kewallbannya, demi

hukum peraturan perundang'

undangan yang bersangkutan tldak

mempunvai kekuatan hukum".

3. Dimungkinkan

Materiil (HUM)

class-action

upaya Hak Uii

ditempuh melalui

mengatasnamakan

masyarakat.

dengan

kepentingan

C. PENUTUP

Dengan amandemen UUD 1945

telah membawa dampak/implikasi juridis,

politls dan soslologls. Secara yuridis terdapat

perubahan terhadap kedudukan, status, fungsi

dan kewenangan lembaga negara maupun

hubungan antar lembaga negara. Secara

soslologis telah diciptakan lembaga negara

baru seperti Mahkamah Konstitusi, Bank

Sentral, Komlsi Yudisial, Komisl Pemilihan

Umum dll.

Dalam kaitan dengan iurisdiksi

Mahkamah Konstitusl, kejelasan kedudukan,

status dan kewenangan dari,lembaga negara

yang dlatur oleh UUD 1945 merupakan hal

yang penting, karena sengketa kewenangan

lembaga negara merupakan salah satu

iurlsdiksi Mahkamah Konstitusi.

Oo00oO
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Analisa Hukum atas Status Badan Hukum
Suatu Korporasi
Dalam Perjaniian Outsourct ing*)
.)Dalam 

Hukum Ketenagakerj aan

0leh: UmarKaslm

Pendahuluan

Dalam Undang.undang Ketenagakerlaan

(Undang-undang Nomor l3 Tahun 2003)

terdapat ketentuan yang mengatur mengenal

adanya (kemungklnan) suatu perusahaan

(dapat) menyerahkan sebaglan pelaksanaan

pekeriaannya (rkeglaen usahanya) kepada

perusaan laln sebagal pemborong pekerJaan

balk sebagal kontraktor atau sub'kontraktor,

atau sebagai perusahaan penyedla fasa

pekeria/buruh melalui perlanllan

pemborongan pekerlaan atau melalul

perianiian penyedlaan lasa pekerfa/buruh.

Penyerahan sebaglan pelalsanaan pekerlaan

oleh suatu perusahaan kepada perusahaan

lain tenebut, dalam hubungan hukum

ketenagakerfaan (hukum perburuhan) leblh

dikenal dengan nama outsourchlng. Dengan

kau lain outsourchlng dalam Undang-undang

Ketenagakerlaan, dapat dllakukan dengan

dua cara yaknl, melalul Perfanllan

pemborongan pekerlaan (sebagalmana dlatur

dalam pasal 65 io pasal 64) dan perianiian

penyediaan lasa pekerla/buruh (yang dlatur

dalam pasal66 io pasal 64).

Dalam konteks pemborongan pekeriaan,

salah satu iyarat untuk menyerahkan sebagian

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan

laln sebagal pemborong pekeriaan (aan-

nemeer, bouwer) melalui perjanjian

pPmboroncan pekerlaan adalah, bahwa

perusahaan pemborong pekeriaan haruslah

perusahaan. yang berbentuk badan hukum

(Pasal 65 ayat (3)). Dalam hal syarat badan

hukum tersebut tldak terpenuhl, malaudnya :

perusahaan .pemborong pekeriaan bukan

perusahaan yang berbentuk badan hukum,

maka deml hukum (baca : otomatis) status

hubunean kerjA antara pekeria/buruh dengan

perusahaan penerima pemborongan (aan-

nemeer/bouwer) beralih meniadi hubunean

kerla antara pekeria/buruh dengan

perusahaan pemberl pekerfaan (aan-besteden

/bouwheer) (Pasal 65 ayat (8))

Peralihan hubunean kerja pekerla/buruh dari

pemborong pekerfaan . kepada perusahaan

pemberl pekerlaan tersebut, dapat dldasarkan

atas hubungan kerja yang permanent

(PKWTT, Perianiian Keria Waktu tidak-

Tertentu) atau hubungan keria kontrak

(PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,

temporal), sepanlang - dalam hal hubungan



keria kontrak memenuhi persyaratan

pekeriaan-pekerjaan yang menurut ienis dan

sifatnya atau kegiatan pekeriaannya boleh

dilakukan dalam hubungan keria menurut

PKWT (Pasal 65 ayat (9) io Pasal 59).

Demikian iuga dalam konteks penyediaan iasa

pekeria/buruh, salah satu persyaratan

penyerahan sebaglan pelaksanaan pekeriaan

kepada perusahaan PenYedla iasa

pekerla/buruh adalah bahwa perusahaan

penyedia lasa pekerfa/buruh (bouwer/aen"

nemeer) tersebut, harus merupakan benlUk

badan usaha yanq berbadan hukum (Pasal 66

ayat (3)). Dalam hal syarat tersebut tidak

terpenuhi, maksudnya, Perusahaan

penyedian iasa pekeria/buruh teruebut bukan

bentuk badan usaha yang berbadan hukum,

maka deml hukum (:dengan sendlrlnya)

hubunean keria antara pekerla/buruh dengan

perusahaan penyedia fasa pekerla/buruh

beralih meniadi hubungan kerfa antara

pekeria/buruh dengan perusahaan pemberi

pekeriaan (bouwheer' aan'besteden) (Pasal

66 ayat (4)). Disini (penyedlaan iasa

pekeria/buruh) tidak dlatur dan tidak

diielaskan lebih laniut, apakah dldasarkan atas

PKWTT atau PKWT.

Yang meniadi pertanyaan, apa maksud

ketentuan dan persyaratan perusahaan

pemborongan pekeriaan dan perusahaan

penyediaan jasa pekeria/buruh harus

berbadan hukum?. Ketentuan dan

persyaratan badan hukum tersebut blsa

meniadi polemik, karena membatasi hanya

kepada perusahaan yang berbentuk badan

hukum yang boleh ikut outsourching. Syarat

tersebut merupakan penghalang bagl

perusahaan pemborong pekerjaan dan

penyedia iasa pekerja/buruh yang tidak

berbentuk badan hukum, yang -nota bene-

pada umumnya adalah perusahaan-

perusahaan (badan usaha) kecil dan

menengah, untuk ikut serta (memenangkan)

"tender" pekeriaan yang akan dialihkan atau

diserahkan. Seballknya bagi perusahaan-

perusahaan pemberi kerja (bouwheer/aan-

besteden) fuga menjadi persoalan, ia tidak

beranl menyerahkan atau mengalihkan

sebaglan pelaksanaan pekeriaannya

(kegiatannya) kepada perusahaan-perusahaan

(pemborong pekerjaan/penyedia jasa

pekerja/buruh) yang tidak berbentuk badan

hukum, karena akan berakibat mendapat

"$anl6i": beralihnva hubunean keria

pekerja/buruh dari pemborong pekerjaan/

penyedla iasa pekeria/buruh kepada pemberi

pekerlaan.

]adl konsekuensi ketentuan dan syarat

"berbadan hukum" apabila tidak.diindahkan,

maka hubungan keria antrra pekeria/buruh

dengan perusahaan outsourching beralih

kepada perusahaan pemberi kerja. Dan

konsekuensl beralihnya hubungan keria

tersebut dapat bermacam-macam, antara

lain, apabila hubungan keria (antara

pekeria/buruh dengan perusahaan

outsourchlng) berdasarkan PKWTT, maka ia
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(bouwheer/aan-besteden) akan dibebani

kewaiiban membayar uang pesangon, uang

ganti kerugian dan uang penggantian hak

setelah berakhirnya hubungan keria. Apabila

hubungan keria berdasarkan PKWT dan ienis

pekeriaan yang dialihkan tidak memenuhi

syarat sebagai pekeriaan'pekerjaan yang

menurut ienis dan sifat atau

pekeriaan/kegiatannya tldak boleh dllakukan

dengan PKWT, maka otomatls pada saat

pengakhiran hubungan kerla dlselesalkan

menurut cara PKWTT dan dlbayarkan hak'

haknya berdasarkan hubungan k.{i.

berdasarkan PKWTT. Demlklan iuga apablla

hubungan keria PKWT dan dllakukan

pengakhiran sebelum fangka waktu yang

ditentukan berakhlr (apablla PKWT

berdasarkan iangka waktu), maka bouwheer

akan kena "penalty" membayar konpensasi

selisih iangka waktu kontrak (dalam ukuran

satuan bulan/waktu tertentu) yang belum

berialan.

Selaniutnya, ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan

Pasal 66 ayat (3) yang mensyaratkan (antara

lain) perusahaan pemborong pekeriaan dan

perusahaan penyedia iasa pekerfa/buruh yang

akan melaksanakan sebagian pelaksanaan

pekeriaan perusahaan pemberi keria harus

merupakan perusahaan yang berbentuk

badan hukum atau bentuk usaha Yang

berbadan hukum meruPakan suatu

pembatasan bagi dunia usaha atau usaha

bisnis, khususnya bagi badan'badan usaha

yang tidak berbentuk badan hukum yang

nota bene adalah perusahaan-perusahaan

atau unit usaha kecil dan menengah. Dengan

kau lain, syarat penyerahan pelaksanaan

pekerjaan suatu perusahaan pemberi kerja

kepada perusahaan lain (aan-nemeer/

bouwer) yang mengharuskan kepada suatu

korporasi yang berbadan hukum akan

mempersempit ruang gerak dunia usaha

kecll auu menengah yang tidak berbadan

hukum. Bahkan kesempatan memenangkan

"tender" penyerahan pelaksanaan pekerjaan

tersebut, tertutup sama sekali. Perusahaan-

perusahaan yang tidak berbadan hukum,

tldak akan mempunyai kesempatan untuk

melalsanakan pekeriaan yang di-

outsourching-kan oleh suatu perusahaan

pemberi pekeriaan. la tidak dapat meniadi

pemborong pekeriaan di suatu perusahaan.

Demlklan iuga tidak dapat meniadi penyedia

iasa pekeria/buruh. Sementara apabila dilihat

darl kacamata hukum bisnis, hubungan

hukum antara pemberi keria (bouwheer -aan

besteden-) dengan pemborong pekerjaan

atau penyedia iasa pekeria/buruh (bouwer -
aan-nemeer-) lebih kenulsebagai hubungan

hukum perianjian sebagai hubungan hukum

prlvat antara para pihak pelaku bisnis yang

profit oriented (bisnis) daripada semata-mata

hubungan hukum perburuhan (hubungan

keria) belaka, yang merupakan hukum

publik. Dalam hukum perianiian ada azas

(hukum) kebebasan berkontrak (beginzel der

contract vriiheids) bahwa setiap orang/pihak

dapat melakukan perjaniian (kontrak) dengan

siapa saia dan masalah apa saia, sepaniang
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memenuhi syarat sahnya perianiian ( 1 320)

dan tidak melanggar Undang'undang, tidak

bertentangan dengan kesusilaan serta tidak

menggangu kepentingan umum (1337),

Deemikian halnya, hukum perianiian kita

menganut sistem terbuka, yakni semua

perianiian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka (para

pihak) yang membuatnya ( I 538). Tulisan ini

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan

agar tidak terJadl pengaburan dalam

pengertian dan penafslran antara perJaniian

outsourching dengan perjanlian

pemborongan pekerJaan dan penyerahan

sebagian pelaksanaan pekeriaan suatu

korporasi kepada korporasl lainnya dalam

kontek hukum (perianilan -murnl) perdata.

Badan Hukum lndonesla

Sebelum lebih iauh membahas mengenai

status badan hukum suatu korporasl dalam

perianiian outsourching, mungkin pertanyaan

pertama yang perlu diiawab, apa sih badan

hukum itu ?, Perusahaan/badan'badan usaha

apa yang termasuk dalam kategorl badan

hukum dan mana yang bukan.

Badan hukum (legal entlty) adalah suatu

badan yang keberadaannya teriadi karena

hukum atau undang-undang (UU). Dengan

kata lain suatu badan (entlty) disebut badan

hukum lahir karena dlciptakan oleh UU.

Seiak (resmi) meniadi badan hukum, maka ia

dianggap sama dengan manusia yaitu sebagai

manusia buatan (artificieel persoon 'manusia

tiruan- persona ficta) yang berfungsi seperti

manusia biasa (natuurlijke persoon). la bisa

bertindak sendiri melakukan perbuatan-

perbuatan hukum yang diperlukan sebagai

penyandang hak-hak dan kewajiban, yakni

sebagai subiek hukum. la bisa mempunyai

hak-hak dan kewajiban, bisa membuat

keputusan, bisa mempunyai hutang atau

piutang, demikian juga mempunyai kekayaan

sendiri, bisa menggugat, dan sebaliknya bisa

digugat. Untuk melakukan tindakan, badan

hukum diwakili oleh apa yang disebut sebagai

"agent" yang bertindak, untuk dan atas nama

badan hukum (RaiWidiaia). Seperti misalnya

dalam suatu perseroan terbatas

(PTlperseroan) agent tersebut adalah Direki,

dan di Koperasi atau Yayasan adalah

Pengurus dan Badan Wakaf adalah Nadzir,

dil.

Dalam hukum perdata, dikenal ada 2 macam

subjek hukum yakni subjek hukum oran&

dan subiek hukum bukan orang. Jadi selain

manusia pribadi (natuurlijke-persoon) sebagai

subiek hukum orang, badan hukum

(rechspersoon) iuga adalah sebagai salah

satu subiek hukum bukan orang. Juga dapat

dikatakan bahwa badan hukum adalah

merupakan kumpulan manusia pribadi, dan

mungkin iuga kumpulan dari beberapa badan

hukum yang diatur masing-masing sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Perbedaannya dengan orang atau

manusia, antara lain, kalau orang

(natuurlijkepersoon) bisa meninggal, tapi

badan hukum tidak bisa mati, kecuali
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keberadaannya dimatikan oleh hukum/UU

(likuidasi).

Korporasi yang termasuk kategori badan

hukum adalah Perusahaan/badan

usaha/badan sosial yang dituniuk oleh

Undang-undang/peraturan perundang'

undangan sebagai suatu badan (entity) yang

berbadan hukum (legal entity). Perseroan

terbatas PT, adalah contoh badan hukum

yang lahlr karena dltunjuk sebagai badan

hukum oleh UU, yaknl Pasal I angka I io

Pasal 7 ayat (6) UU Nomor I Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa

Perseroan Terbatas adalah badan hukum

yang didirlkan berdasarkan perfanilan. Status

badan hukum PT tersebut dlperoleh setelah

Akta Pendirlannya disahkan oleh Menterl

Kehakiman. Demlkian luga bentuk perseroan

terbatas lain yang (antara laln) keglatan

usahanya dibidang perbankan (Bank)

dituniuk oleh UU Nomor 7 Tahun 1992lo

UU Nomor l0 Tahun 1998 (UU

Perbankan) dan PT-Persero' dltunluk dengan

UU Nomor l9 Tahun 2003 (UU'BUMN)

sebagai suatu badan hukum. Koperasl,

dibentuk berdasarkan Undang'undang

Perkoperasian (UU Nomor 25 Tahun 1992l.

meniadi salah satu bentuk usaha yang

memperoleh status badan hukum setelah akta

pendiriannya disahkan oleh Pemerlntah yaltu

instansi yang membldang mengenal

perkoperaslan (Pasal 9). Yayasan fuga adalah

badan hukum sebagalmana dlsebutkan dalam

Pasal I angka 1 UU 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan, bahwa Yayasan adalah badan

hukum. Partai Politik disebutkan dalam Pasal

3 ayat (2) UU Nomor 3l Tahun 2OO2l

bahwa paftai politik disahkan sebagai badan

hukum oleh Menteri Kehakiman; Demikian

seterusnya, Bank lndonesia (Pasal 3 ayat (2)

UU Nomor 3l Tahun 2OO2 l; Asuransi

Pasal 7 ayat (l ) UU Nomor 2 Tahun 1992;

Dana Pensiun (Pasal I angka I UU Nomor

I I Tahun 1992). Badan Wakaf (Pasal 6

ayat (21 huruf a PP Nomor 28 Tahun

19771dan lain-lain.

Korporasi/badan yang didirikan, namun tidak

ditr.lnjuk oleh peratu ran peru ndan g-u ndangan

sebagal badan hukum sebagaimana

dicontohkan sepertl tersebut diatas, bukan

badan hukum. Dengan kata lain, korporasi

atau badan selain yang ditentukan dan

ditunluk oleh pertauran perundang-undangan

sebagai badan hukum, maka bukan badan

hukum. Contohnya, Firma (Fa.,

Vennootschap onder Firma) sebagaimana

dlatur dalam 16 sampai dengan Pasal 36

KUHD, CV (Commanditaire Vennooschap)

sebagalmana dlatur (khusus) dalam Pasal l9
samapai Pasal 2l KUHD, Usaha Bersama

(UB) atau lebih dikenal dengan nama

persekutuan perdata (partnerships -

burgerlijke maatschap- " syirka) yang diatur

dalam Pasal 1618 KHU Perdata. Demikian

iuga perusahaan/badan usaha perorangan

seperti Usaha Dagang (UD), lnstalatir, PO

(Perusahaan Otobus), Arsitek, Biro-biro lasa,

dll. Hanya saja korporasi yang merupakan

bentuk badan hukum yang terkait dengan
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outsourching ini tentunya hanyalah

perusahaan/badan usaha yang berorientasi

bisnis, yaitu mungkin hanya perseroan

terbatas PT, Koperasi, Asuransi atau Dana

Pensiun. Dengan demikian badan hukum

yang tidak terkait dengan ougourching, tentu

tidak ada relevansinya, seperti Yayasan,

Partai Politik auu Badan Wakaf dll.

Analisa Hukum atas- $tatut Badan

Hukum Korporafl

Setelah memahaml mengenal badan hukum

dan bentuk-bentuk badan usaha (korporasl)

yang termasuk badan hukum dan yang bukan

badan hukum, maka kemudlan tlmbul

pertanyaan : apakah (mlsalnya) suatu bank

yang yang akan memborongkan pekerlaan

renovasl ruangan/gedung kantornya tldak

boleh diserahkan kepada suatu perusahaan

yang (hanya) Qerbentuk (contohnya) CV?.

Demikian iuga apakah suatu perusahaan yang

akan melakukan audlt (external audltor)

tldak dapat menyerahkan pekeriaan (audlt)

kepada Kantor Akuntan Publlk Yang

(biasanya) hanya berbentuk Flrma atau

Persekutuan Perdata. Selanfutnya apakah

missal suatu perusahaan atau kantoor yang

bergerak di bidang usaha telekomunlkasi

(sebagal corenya) tldak boleh membuat

perianiian kontrak servls (malntenance)

peralatan komputer kepada suatu usaha

perseorangan atau suatu UD atau Blro Jasa?.

Kalau Pasal 65 dan 66 tersebut diartlkan

(secara) sempit, tanpa mencermati pasal

demi pasal, maka Persoalan ini akan

menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Oleh karenanya perlu dilihat dan dikaji kasus

per-kasus, karena sebenarnya maksud

pembuat UU tidak bermaksud

menggeheralisir semua pekeriaan yang akan

dialihkan kepada suatu korporasi melalui

outsourching harus (semuanya) kepada suatu

badan usaha berbentuk badan hukum.

Mungkin timbul pertanyaan lain, kenapa

perlanjlan pemborongan pekeriaan dan

perianiian penyedla jasa pekeria/buruh diatur

dengan UU Ketenagakerjaan ?. Bukankah

perianilan tersebut adalah perjanjian bisnis

antar satu corporate dengan korporat lainnya

yang merupakan hubungan hukum perdata

(prlvaatrecht) dan bukan hubungan hukum

publlk?. Sebelum UU Ketenagakerjaan inl,

pengaturan mengenal outsourching (secara

yuridls formll) belum diatur di lndonesia.

Namun kalau klta melihat hlstorl lauh ke

belakang, dalam Kltab Undang-undang

Hukum Perdata (KUH Perdata, Burgerlljke

Wetboek) telah diatur mengenal perianilan

untuk melakukan pekeriaan yang

dlklasifikaslkan dalam 3 macam bentuk yakni

perjaniian keria, perjaniian pembgrongan dan

perianiian menunaikan iasa. Ketiga perianiian

tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa

salah satu plhak melakukan pekerjaan bagi

pihak lalnnya dengen menerima upah.

Perbedaannya yaltu bahwa dalam perianiian

keria terdapat unsur sub-ordinasi sebagai

atasan dan bawahan. Sedangkan pada

perianiian pemborongan dan perianilan
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menunaikan jasa terdapat unsur koordinasi

( partn e rsh i p-bu rge rl ii ke maaschap).

Perbedaan antara perianiian pemborongan

dengan perianiian menunaikan iasa yaitu

bahwa dalam perianiian pemborongan

output-nya adalah mewujudkan suatu karya,

dan perianiian menunaikan jasa outputnya

melakukan suatu tugas tertentu yang sudah

ditentukan sebelumnya. Perianiian

pemborongan dalam BW hanya bersifat

pelengkap (aan vullenrecht) artlnya

ketentuan-ketentuan perf anllan pemborongan

dalam BW dapat dlgunakan oleh para pihak

sebagal acuan dalam membuat perfanilan,

atau dalam perfanflan pemborongan tersebut

para pihak membuat sendlrl ketentuan-

ketentuan perianilan pemborongan sepaniang

tidak dilarang oleh UU, tldak bertentangan

dengan kepentlngan umum dan kesusllaan

(1337).

Apabila para plhak dalam perjanflan

pemborongan membuat sendlrl ketentuan-

ketentuan dalam perfanflan pemborongan,

maka ketentuan-keterntuan dalam KUH

Perdata dapat melengkapl llka ada

kekurangn.

Selanjutnya, perjanjlan pemborongan yang

dikenal dalam BW (burgerlllke wetboek)

bersifat konsensual, artlnya perfanilan ada

dan lahir seiak adaryaleb sgpak* antara

kedua belah pihak yang memborongkan

dengan plhak pemborong mengenal

pembuata suatu karya dan harga borongan/

kontrak. Akibatnya perfanflan menglkat

kedua belah pihak dan dengan demikian para

pihak tidak dapat membatalkan perianiian

pemborongan tanpa persetujuan pihak

lainnya. lika salah satu pihak membatalkan

atau memutuskan perianiian pemborongan

secara sepihak, maka pihak Iainnya dapat

menuntut.

Kemudaian, perjaniian pemborongan dalam

BW bentuknya bebas (vormvrij), dapat

dlbuat secara lisan rnaupun tertulis. Dalam

praktek, apabila perianjian pemborongan

menyangkut harga borongan yang nilainya

kecll, blasanya dibuat secara lisan. Apabila

perianilan pemborongan menyangkut suatu

nilal atau harga yang besar, biasanya dibuat

secara tertulis, baik dalam bentuk akta di

bawah tangan, atau akta otentik (notariil).

Dalam BW, perianilan pemborongan disebut

dengan lstilah pemborongan pekerjaan

(1601 b) yaitu suatu persetujuan dengan

mana pihak yang satu, si pemborong,

mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang

memborongkan, dengan menerima suatu

harga yang ditentukan.

Lantas bagaimana jika suatu perjaniian yang

dlbuat para pihak tidak -ielas jenis perjanjian

apa, Apakah perfanjian kerja atau perjanjian

pemborongan. Penyelesaian seperti ini diatur

dalam Pasal l60l c bahwa iika suatu

perfanfian mengandung tanda-tanda (unsur-

unsur sebagal) suatu perjanjian perburuhan

beserta tanda-tanda (unsur-unsur) suatu
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perianiian ienis lain, maka berlakulah

(keduanya) baik ketentuan-ketentuan perihal

perjnaiian perburuhan, maupun ketentuan'

ketentuan perihal perjaniian lain yang tanda'

tandanya ikut terkandung di dalamnya itu.

Jika ada pertentangan diantara (keduanya)

ketentuan-ketentuan ini, maka berlakulah

ketentuan-ketentuan perihal perlaniian

perburuhan (UU Ketenagakeriaan, labour

law). Kesimpulannya bahwa perfanfian

pemborongan yang dlatur dalam BW (yang

berlaku pada waktu ltu hanya memandang

dari sisl hukum perdata semata, tanpa ada

perlindungan bagl buruh yang terllbat dl

dalamnya.

Bagaimana dengan Undang-undang

Ketenagakerjaan?

UU Ketenagakeriaan sekarang mengatur

hubungan hukum antara badan hukum

dengan penyerahan pekerfaan melalui

outsourching yaitu perjanflan pemborongan

pekeriaan dan perianiian penyediaan iasa

pekeria/buruh. lnl dlmaksudkan untuk

memberikan perllndungan hukum bagi

pekeria/buruh yang terlibat dalam pengallhan

pekeriaan tertentu saja, tidak terhadap semua

jenis pekeriaan. Oleh karenanya diharapkan

tidak ada kesewenang-wtfiangan dan

diskriminasi antara pekeria yang

diperkeriakan pada perusahaan pemberi kerja

dengan pekerja yang di-ougourching-kan.

Dari segi hukum ketenagakerjaan,

penyerahan sebagian pelaksanaan pekeriaan

kepada perusahaan lain yang menyangkut

pengerahan sumber daya manusia (SDM)

yang notabene biasanya dilakukan oleh suatu

perusahaan besar (sebagai bouwheer)

bermitra dengan suatu perusahaan kecil atau

menengah, atau bahkan perusahaan kelas

papan bawah yang menjadi pemborong (aan

nemeer) baik sebagai kontraktor atau sebagai

sub-contractor atau bermitra sebagai

penyedia iasa tenaga kerja, diperlukan adanya

perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja

di perusahaan kecil atau perusahaan

menengah tersebut. Salah satu bentuk

perllndungan yang diberikan oleh UU

terhadap pekerja/buruh yang bekerja pada

suatu perusahaan pemborong atau terhadap

suatu perusahaan penyedia iasa tenaga kerfa,

adalah bahwa perusahaan.perusahaan

pemborong dan perusahaan.perusahaan

penyedia iasa tenaga kerja harus berbentuk

badan hukum.

Maksud pembuat UU mensyaratkan bentuk

badan hukum tersebut dapat dilihat dari

beberpa aspek, yaitu kalau ditihat secara

umum, ini memang persoalan, karena

pemborongan pekerjaan adalah perjanjian

untuk melaksanakan suatu pekerjgan/kegiatan

yang didasarkan atas dasar bisnis antara suatu

pihak/perusahaan (bbuwheer) dengan

pemborong (aannmeer). Seolah-olah UU

ketenagakeriaan menginteruensi Hukum

Perjanjian. Dan kalau ditinjau dari aspek

hukum perdata, terdapat kerancuan hukum,

dengan adanya hukum ketenagakeriaan yang

merupakan hukum public menginteruensi
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hukum perianjian (perdata) yang merupakan

hukum privat yang hakekatnya cenderung

dan leblh kental pada orientasi mencari

keuntungan semata (profit oriented).

Undang-undang Ketenagakeriaan atau hukum

perburuhan mengandung 2 unsur, yakni

selain sebagai hukum publik melalui

interyensi Pemerlntah dengan memberlkan

perllndungan hukum bagl pekerla/buruh,

iuga merupakan hukum prlvat. Sebagal

hukum publlk, UU perburuhan mengatur

standard perfanllan kerfa (normatlQ. Dalam

arti bahwa berpedoman pada azaz kebebasan

berkontrak (beglnzel der contractvrUheld)

dalam hukum perburuhan, para plhak boleh

memperfanllakan apa sala sepanlang

memenuhi syarat perlanflan, tldak

bertentangan dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan, kesusllaan

dan ketertiban umum serta (yang paling

penting) harus memenuhl syarat mlnlmal

yang diatur dalam UU Ketenagakeriaan.

Salah satu pengaturan dalam UU

Ketenagakeriaan adalah keharusan berbadan

hukum bagi perusahaan dalam perianilan

outsourching. Ketentuan lnl sebenarnya

tidak dapat diberlakukan secara umum,

karena dislnl lebih dlmakudkan hanya

kepada perusahaan-perusahaan yang

mengerahkan SDM, waflb berbentuk badan

hukum. Walaupun dapat dlmakluml dan

timbul penoalan, karena pemborongan

pekerjaan adalah perlanlian untuk

melaksanakan suatu pekerjaan/keglatan yang

didasarkan atas adasar bisnis antara suatu

pihak/perusahaan (bouwheer) dengan

pemborong (aan-nemeer). Sementara dari

segi hukum bisnis, penyerahan sebagian

pelaksanaan pekerjaan suatu perusahaan

kepada perusaan lain, sebenarnya adalah

merupakan hubungan hukum perjaniian

(perdata) semata, yakni hubungan hukum

melalui perjanjian kemitraan dan kesetaraan

dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Selauh mana batasan-batasan pekerjaan

yang dapat di-outsourching-kan kepada

perusahaan yang berbadan hukum?

Dalam perianfian pemborongan pekerlaan,

UU Ketenagakeriaan (Pasal 65), terlebih

dahulu menielaskan bahwa syarat mengenai

fenis dan sifat pekeriaan yang dapat

dlserahkan kepada perusahaantain (yaltu

kepada pemborong pekrjaan) adalah bahwa

pekerlaan tersebut merupakan keeiatan

oenunlang perusahaan secara keseluruhan

yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan

utama (core businees). Dalam pelaksanaan

penyerahan pekeriaan tersebut oleh pemberi

keria (bouwheer/aan besteden) dapat dengan

perlnUh langsung atau perinuh tidak

langsung, dan penyerahan pekerjaan tersebut

tidak menghambat pros€s produksi secara

langsung (Pasal 65 (2)).

Sedangkan dalam perjanjian penyediaan jasa

pekerfa/buruh, disyaratkan bahwa hanva

kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang

tldak berhubungan langsung dengan proses
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produksi yang dapat dilakukan atau

dikerjakan oleh pekeria/buruh dari

perusahaan penyedia iasa pekeria/buruh.

Pekeria/buruh darl perusahaan penyedia iasa

pekeria/buruh tidak boleh dlgunakan oleh

pemberi keria untuk melaksanakan atau

mengeriakan kegiatan pokok atau keglatan

yang berhubungan lang;sung dengan proses

produkl (Pasal 66 ayat ( I )).

Selanlutnya, perusahaan penyedla fasa

pekeria/buruh luga harus memenuhl syarat,

bahwa hubungan (hukum) antara

pekeria/buruh dengan perusahaan penyedla

iasa pekeria/buruh harus ada (artlnya, felas)

hubungan kerfanya, apakah melalul PKWT

(kontrak) - sepanfang memenuhl persyaratan

pekerlaan-pekerfaan yang menurut fenls dan

sifatnya atau keglatan pekerfaanya boleh

dilakukan dalam hubungan kerfa menurut

PKWT- atau melalul PKWTT, yang (kedua'

duanyanya harus) dlbuat secara tertulls dan

ditanda-tanganl oleh kedua belah flhak

pekeria/buruh dengan perusahaan penyedla

iasa pekerfa/buruh dengan memperhatlkan

ryarat-syarat perllndungan upah dan

keseiahteraan serta syarat'syarat kerla.

Apabila timbul penellsihan mengenai

perlindungan upah dan keseiahteraan serta

syarat-syarat keria yang dibuat, maka menladl

tanggung-lawab perusahaan penyedla jasa

pekeria buruh (Pasal 66 ayat (2) huruf a, b

dan c), dan bukan tanggung'fawab pemberl

keria (bouwheer/aan-besteden ).

Disamping syarat-syarat tersebut, dalam

perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh,

selain mengatur syarat-syarat hubungan keria

(hukum ketenagakerjaan) antara

pekeria/buruh dengan perusahaan penyedia

iasa pekeria/buruh sebagaiman tersebut di

atas, UU Ketenagakerjaan, iuga mengatur

hubungan hukum bisnis (perjanjian perdata)

antara perusahaan pengguna iasa

pekerfa/buruh (bouwheer/aan-besteden)

dengan perusahaan perusahaan penyedia jasa

pekerfa buruh (bouwer/aan-nemeer) yang

dlsyaratkan (antara lain) harus dibuat secara

tgrtulls dan dalam perianjian blsnis tersebut

waflb memuat pasal-pasal (klausul) yang

berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan

(Pasal 65 ayat (2) huruf e). Pasal-pasal

(klausul-klausul) yang dlmaksud khususnya

yang menyangkut perlindungan upah dan

kesefahteraan serta syarat-syarat keria,

termasuk klausul mengenai tanggung-jawab

atas perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

terhadap pekerja/buruh apabila timbul

persellslhan.

Penutup

Demiklan dapat dtsimpulkan, segera setelah

UU ini berlaku, maka perusahaan-perusahaan

yang menjadl pemborong pekeriaan dalam

perfanilan outsourchlng yang merupakan

mltra kerja dari suatu perusahaan teretentu,

dlsyaratkan harus berbadan hukum. Demikian

luga dengan perusahaan-perusahaan yang

berprofesl di bidang penyedia iasa
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pekeria/buruh pekeriaan penuniang seperti

cleaning seruice, catering, security,

transpornsi pekeria/buruh, harus berbadan

hukum.

Penyerahan pekeriaan oleh suatu perusahan

tersebut tidak dapat dlgeneralisir terhadap

semua pekeriaan berupa apa saia yang dapat

diserahkan, tetapl hanya pekerlaan'pekerfaan

yang menyangkut pengerahan SDM yang

memerlukan perllndungan dalam bldang

hukum ketenagakedaan. Pekerfaan ahu

keglaun usaha yang dapat dloutsourchlngkan

kepada perusahaan laln yang berbadan

hukum, hanya pekerlaan atau keglatan usaha

penuniang dan dlkerlakan terplsah dengan

mengerahkan sumber daya manusla.

Maksud lain dari ketentuan dan persyaratan

badan hukum tersebut adalah untuk

memberikan perlindungan bagi

pekerja/buruh yang bekeria pada pekerjaan-

pekerjaan yan g di-outsou rchi n g-kan, sehingga

tidak ada kesenjangan dan diskriminasi hak-

hak (normatif) antara pekerja/buruh di

perusahaan pemberi kerja (bouwheer)

dengan pekerjf/buruh pada perusahaan

pemborong pekerjaan atau perusahaan

penyedla lasa pekerla/buruh (bouwer).

Demlklan, semoga tulisan inl meniadi suatu

wacana yang dapat menambah wawasan bagl

semua plhak. Selamat bekerla.******
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